
2. Uod&.ng-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisas1 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor •• 
Tambahan Lembaran Negara Nom0f2730): 

3_ Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repubtilc lndooesi8 Tonun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4236); 

1 Undang-'..lndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Oaerah-Oaerah Kabupaten eatam lingkungan Propinsf Ojawa 
Barat (Berila Negara Tahun 1950). 

c. bahwa atas dasa.r pertimbangan sebag<iman.a dtrnaksud dafam 
huruf a dan huruf b. maka tata eara pemt>erian dan 
pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial dan banruan 
~euangan tersebut pertu ditetapkan dengan Peraturan Bupati . 

a. bahwa untok menunjang peningkata.n penye'eng.garaa.n fungsi 
pemerintahan, meningkatkan pel.ayanan dan ke:,.ejahteraan 
kepada masyarakat. menumbuhk.a.n partisipasi dalam 
penyelenggaraan pembangunan dae<ah dan pemerataan dan 
atau peningkatan kemampuan keuanga,, pemerintah daerah 
dapat membarikan bantuan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daernh: 

I,. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan 
Met1teri Oalam Negeri Nomor 13 Tahuil 2006 tenlang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Otubah 
dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 59 Tah<ln 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Oalam Negerl Nomor 
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman PengeTolaan Keuangan 
Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah, 
bantuan sosiat dan bantuan keuangan <frtet.apkan deng:an 
Peraturan Kepala Dae,ah; 

BUPA Tl BE KASI, 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
HIBAH. BANlUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN 

TENT ANG 

NOMOR : 1 TAhuN 2010 

PF.RATURAN BUPATI BEKASI 

Meng ngat 

Menimbang 

• 

- 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stand-at 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubtik lncfonesia 
Tahun 2005 Nomor 49. Tarnbanen Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503): 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 T ahun 2005 lentong Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. 
Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4577): 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangao Daecah (Lembara.n Negara Republik 
Indonesia T ahun 2005 Nomot 140, T ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578): 

12. Peraturan Pemerintah Nomo' 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Petnerintahan anlara Pemerintah. Pemerinlllh2n [npr~h 
Provins! dan Pe,r.erintahan Daerah Kabupatenll<ota (1.embaran 
Negara Republil< lndunesia Tahun 2007 Nornor 82. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4347): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Pa:tai Pol~ik (Lembaran Negara Republil< 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan lembaran Negara 
Nomor 4972); 

• 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang 
Pelaksanaan Undang#Undang Nom.or- 8 Tahun 19PS tentang 
Organlsasi Ketnasyarakatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3331); 

7. Undang-Undaog N,mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin!ahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republil< Indonesia T ahun 2004 
Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik lnoonesia 
Nomor 4437) se!lagaimana telah bcbetapa kai diubab terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Petnerintahan Daerah (lembaran Negara Republilt 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambohan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

4. Undan9°Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara llembaran Negara Repu~lil< Indonesia Noroo, 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhl< Indonesia 
Nomor 4355); 

5 Undang-Undang Nomor 10 T ahun 2004 ten tang Pembentukan 
Petaturan PetUndang-Undangan (Lembaran Negara Republil< 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan lembaran Negara 
Repubfik Indonesia Nomo' 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemetil<saan 
PongeloJaan dan Tc:inggung j.awab Keuangan Negara (Lemb#ran 
N"l?ara RepubD~ Indonesia Tahon 2004 Nomor 66. Tombahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor 4400): 

• 



J 

5. Saluan Korja Perang\at Oaerah yang tarkatt selanjutnya disingkal SKPO adalah 
r,erangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Oaerah yang selanjutnya d;singkat SKPKO adalah 
perangkal daerah dl ling'<ungan Pemerintatl Kabupaten Bel<asi se!aku pengguna 
anggarcinlpengguna bara:ng. yang juga melaxsanakan pengetolaan keuangan daerah.. 

7. Surat Penyediaan oana yang selan1utnya disingkat SPD adalah dol<umen yang 
menyetekan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 
penerbilan SPF. 

3. Bupati adalah Supati Bekasi. 

4. Anggaran Peodapatan dan Belanja oaerah yang selanjutnya c!isebut APBO adalah 
rencena keuangan tahunan Pemerintah Kabuapten Bekasi yang dibahas can dfserujui 
bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

• 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintar Kabup3ten Bekasi. 

Oalam Peraturan ini yang dimaksud <fengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupeten Bekasi. 

Pasa11 

SABI 
KE-reNTUAN UMUM 

MEl'I.UTUSKAN: 

PERATURAN 8UPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN OAN 
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL OAN 
BANTUAN KEUANGAN. 

Me.netapkan 

14.Peraruran Ment&ri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 !Mtang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah :;ebaga·mana diubah 
dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Pet\..lbahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tenta.f)Q Pedoman Pengelolaan Keua.ngan 
oaerah; 

15.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengh4ungan. Penganggaran Dalam APBO. 
Pengajuao, Penyaluran. dan Laporan Pertanggungiawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Pofltik; 

16.Peraturan Oaerah Kabupaten Bekast Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pol<oki)Okok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1); 

17. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekast Nomor 7 T ahun 2009 
tentang Organisasi Perangkat Daerah P.,merim.ah Kabupaten 
Sekasi (Lembaran Oaerah Kabupaten Sekasi T ahun 2009 Nornor 
7). 

• 
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(1) Pemberian hibah dan pemerintah daerah diberikan kepada pemenntah atau 
pemerintah caeran lainnya. perusahaan d-aerah., masyarakat. dan organisa51 
kemasyarakatan yai,g seeara spesifik telah Orteta:pkan peruntukannya. 

(2) Pemberian hibah dan peme,intah daerah pada pnnsipnya bersifat tidal< mengikat 
atau tidak secara ten.rs menerus. 

Pasaf4 

BAB Ill 
PRINSIP DAN TUJUAN 

a Prinsip dan l\Jjuan: 
b. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah; 
c. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial; 
d. Tata cara peinberian dan pertanggungjawaban bantuan fr.euangan. 

Ruang lingkup pemberian dan portanggungJawaban hibah, bantuan sosial dan bann>an 
keuangan yang diatur daJam Peraturan Bupali ini meffputi : 

Pasal 3 

Hibah, Bantuaf'I Sosfal dan Bantuan Keuangan yang diatur dahm Peratutan Bupati ini 
adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang dibiayai dari APBD Kabupa:en 
Bekasi. 

Pasal 2 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

12. Organisasl kemasyarakatan adaf.ah organi~si yang dibentuk oleh masyarakat v,arga 
negara Repu!>lik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan keg1atan. profesi, 
agama, dan kepercayaan terl\adap Tuhan Yang Maha Esa. untuk berperan serta 
dalam rangka mencapai tufuat1 nasionaJ da:am wadah negaran kesaruan Repub!ik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Urulang Casar 1945. 

·11 Surat Pernyataan T anggungjam;b Muttak adalah surat keter~ngan y:ing ffiQOy:lb~,n 
bahwa segala akibat dari tindakan seseorang yang mengakiballcan kerugian negara 
menjadl tanggungjawab scpenuhnya dari seseorang yang mengambi tindal<an 
dlmaksud. 

8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya d!Singl<at SPP adalah dol<umen yang 
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegia.tan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan pem'lintaan pembayaran. 

9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disft)gkat SPM adaiah dokumen r-,.tui 
digunakanlditerbrtk.an ofeh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran un 
penerbttan SP20 atas beban pengeluaran OPA-SKPO. 

1 o Surat Pelintah Pencairan Dana yang selanjutnya distngkat SP20 adalah dol<tmen 
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yan9 dlferbitl<an ofeh Sendahara 
Umum Daerah berdasarkan SPM. 



Bantuan soslat kep3da rnasyarakat bertuiuan untuk peningkalan r.esejah!eraan 
masyarak3t. 

Pasal7 

(3) Pemberian banluan sosial harus didasarkan krlteria yang jelas dengan 
memperhatikan as.as keadilan, transparan dan mempriorita~an kepentingan 
masyarakat luas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

- (4) Pemberlan banwan sos,al diperuntukan unluk menlngkalkan kualitas kehidupan 
$O$ia1 ean ekonomi masyarakat secara langsung serte bersifat stimulan bagi 
masyarakat unt11k berpart,sipasi dalam pembangunan 

(2) Bantuan sosial diberikan secara seleklif. tidak secara terus menerusltidak meng11tat 
serta memilikf kejelasan perunlllkan penggunaannya, memlh'l.: kejelasan 
peruntukkan penggunaannya, dan diupayakan penetapan besarannya dibatasi tidak 
melebihi batas loleransi untuk penunjukan langsung sejatan dengan pedoman 
pelak:sanaan pengadaao barangljasa pemerintah. 

{1) Pemberian bantuan sosial dari pemerintah daerah pada pnnsipnya betsffat sosial 
kemasvarakatan kepada masyarakatlanggota masyarakat yang kn!erianya dan 
persyaratannya drtetapkan deAgan Keputocan BupatL 

Pasal6 

o. kepada masvoraxat dan 0<ganisasi kernasyazakatan b£rtujuan untuk meningkatl'.an 
partisipasi peoyelenggaraan p,smbangu:'lan daerah atau secara futtgsi.ooaJ terkait 
dengan dukungan penyeleoggaraan pemerintahan daerah 

c. kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan 
penyefenggaraa, pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. 

Tujuan pemberian hibah : 

a. kepada pemenntah bertujuan untuJ< mienonjang pe.ningk.atan penye.lenggsra.an 
fungsi pemerintahan di daerah. 

b. kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunj.a!lg peningkatan pe&aya.nan 
kepada masyarak:at. 

PasalS 

(3) Yong dimaksud bersifat tidak mengil<at atau !idak secara terus menerus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pemberian 1"bah mempunya, 
batas akhir dan axan sangat terganrung pada kemampuan keuangan daerah sena 
urgensi atau kepentingan daerah. 

Pemberhm hibah harus memberikan ni'Jai rnanfaat bagi pemerintah daetan aatam 
mendukung ters.eleng;aranya fungsi pemerintahan. 

(4) 



• 

(2) Surat permohonan atau proposal yang disampaikan sebagaimana drnakSud pada 
ayat (1) di alas sekurang-kurangnya memuat lentang: 
a. lalar Belakang; 
b. Maksud dan Tujuan; 
c, Hasil yang diharapl<an; 
d. Rencana Biaya; 
e. Waktu PelakSanaan. 

(1) Pemohon hibah mengajukan surat permollonan a:au proposal yang diJengkapi 
dengan persya,atan administrasi kepada Bupati. 

Pasai11 

Bagian Putama 
Peng.ajuan Usulan 

BABIV 
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH 

BantrJan l<eoangan bertujuan dalam rangka pemerata.an dan/atau peningkatan 
kemempuan keuangan penerima bantuan. 

Pasal10 

(3) Penontuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada panai polio< 
memperhatikan kema-npuan keuangan daerah dan berpecoman pada ketemuan 
perundang-undangan yang bertaku, 

(2) Banruan keuangan kepada partai poflli~ dibes'l<an pemenntah daerah seaap 
tahunnya. 

(',) Pemberian bantuan keuangan dari pemerintah daerah selain sebagaimana 
dimaksud Pasal 8 ayal (1) juga <'iberikan kepada partai politil< yang mendapatl<an 
kursi di DPRD. 

Pasal 9 

(1) Pembenan baJltuan ke<Jangan digunakan unlUk menganggatkan bantuan keuangan 
yang bersija\..,,..,,, dan l<husus dari pemerintah daerah ke pemerinlah desa dan 
pemerintah daerab lainnya. 

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada oemerintah 
daerah/pemerintah de$8 penerima bantuan. 

(3) Pemberlan bantuan bersifat khusus sebaga'mana dimaksud pada ayat (1) dapat 
mensyarall<an penyediaan dana pendamping dalam APBD a!au Anggaran 
Pendapatan Dan 8"1anfa Desa penerima bantuan. 

PasalB 

- 
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(3) Tim Anggaran Pemerintah Oaerah melalwkan pembahasan berserea dengan St<PO 
terkaa denqan borpedoman pada rencana pencapaian s.a~ran program y;mg tetah 
ditetapkan dan ketentuan lentang pemberian hibah yang d,atu, dalam peraturan 
perundang~undangan. 

(2) Hasll kajian dar penelitian SKPD d~uang'<an dalam bentuk saran pert,mbangan dan 
disampaikan kepada Bopab melatul Sekretaris Oaerah se1aku Koord1oator Tttn 

-.. Angg9arar1 Pemerintah Daerah unru.k dilakukan pembahasan oleh Tim Aslggaran 
Pemenntah Oaerah 

(',) SKPO terkait metakukan kajian danlatau penelitian lethadap permohonan hibah 
yang diajukan oleh pemohon den;,an berpedo.-nan pada pnnsip dan tujuan 
pemberian hfb~h sebagalmana diatur datam Pasat 4 dan Pasal 5 Pe.raturan Supab 
ini. 

Pasal12 

1. NPWP; 
2. Akte No:c1ris Pendirian Sadan Hukum dan teiah mendapat pengesahan <fan 

lnstansl yang beiwenang; 
3. Surat Keterangan Oomjsifi Sadan, Organisasi Pe01erintah/Non Pemenntah 

dan Lembaga dari Oesa/Keleranan; 
4, Sertifikat tanahlbukti kepemiRkan tanah eteu bu'lb kontra< 

gedung/bang~nan~ 
5. lzln Operasiona.lllanda daftar bagi lernbaga/yayasan dari instansf yang 

bel"W$nang 

c Kepada kelompok masyarakat dan anggota masyarakai melipuu: 

(3) Per$yaratan adm,::,:JStrasi s~bagaimana dmaksud ayat (1) lPJdiri dari · 

a. Kepada perusaha.an daerah rnerlputi. 
1 NPWP, 
2. Al<te Netad$ i?endir:an Sadan Hukum dan telah mendapat pengesahan dan 

lnstansi yang berwenang; 
3. Surat Keiera-an Oomis!H; 
..;, Sertifikat i~ahlbukti kepemi!lkan tanah atav bukti kontrak 

gedung/bangunan; 
5 lzin operasionalltaoda daftar bagi lembaga/yayasan deri •nsUln$i Yi'"9 

beiwenang 

b Kepada pemertntah daerah lainnya meliputi : 
1. Pemetintah Oaerah Kabupaten/Kota harus mendapat rekoroendasi danla:au 

diketahuj oleh Gubemur setempat 
2. Pemerintah Oaerah Pro'IJOS.i hacus mendapat rekomendasi dan.tatau 

dtketahui oleh Oepanemen Oalam Negeri. 



(1) Berdasan;an .....,! pe,mohonan pencairan dari cslon penenma hibah. Kep;,Ja SKPO 
melaku1<an ....,,.r,,;;;sj temadap keiengkapan dokumen secara administrasl can tel<nis 
sesu .. dengan yang dif'e,syaratkan datam rangka pemoerian hiban. 

(2) Kepa1a S><.PO l'r'IE!ngajl.t-<wi ncta pencairan dana hlbah kepada Supati dengan 
dllampln-yang terdlri dari · 
a. Fotocopy 1<c>11111san Bupati tenuing Pemberian Hibah. 
b. Foto a,py 1'asitall Pe,Janjian Hibah Daerah; 
c. F@a,py KTP oemot,oc,: 
d. Surat~ Tangg~ngrawab Mutlak; 

s 

Pa.saJ 15 

(3) Betdasarkan Naskah Perjanjian Htbah, celon penerima hibah me:ngaj11,1ium serat 
pumohonan pencafran kepada Bupati melalui SKPO terkait yang dilampiti dengan : 
a. Foto copy Naskah Petjanjian Hibah, 
b. Reneana peng:g.unaan dana hibah. 
c. Foto copy KTP pemohon: 
d. Surat Pernyataan Ta.nggoogj~wab Muttak (dl~and.atangani dan bermaterai). 
e Kwitans! Pembayaran. 
f. N-omor :-ekerung bank atas nama penerima yang dibukttka1: dengan pemyataan 

pembukaan rekenioa dari bank yang bersangkutan. - 

(2) B@rdasarkan Keputusan Bupob tenlang penetapan pemberian hibah. Kepala Sl<PO 
manyiapl<an Naskah Pe~anjian Hibah yang memuat ketentuar,.ketentuan 
sebagaimana dmaJ<sud dalam Pasal 13 ayat (3) 

(1) Setelah APBO disahkan. SKPD lerkait menyiapkan Keputusan Bupaij tentang 
penetapan pemberi.an hibah yang memuat tentang n~ma penenrna, bessran uang 
serta ketentuan teknis lamnya~ 

Pasal14 

14) Bupati selaku Kepala Oaerah dapat meUmpahkan kepada Wai<if Bupati, Sekrelans 
Daerah, atau kepada Kepala SKPD untuk dan atas nama cemerintah dae,ah dalam 
penandalanganan Naskah Perjanjian Hibah yang dibuat rang~ap 2 (doa~ 

- 

Pasal13 

(1) Pemberian hibah dapat dilaksanakan setelah drtelapkan dalam Kepurusan Bupati 
dan Naskah Perjanjian Hibah. 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dinaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan 
persyaratan teknis lainnya dalam rangka pemberian dan penyaluran dana hibah. 

(3) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sel<ura!lg-kurangnya 
memuat ketentuan mengenai ; 
a. Tujuan Hibah 
b Jumlah Hibah 
c. Penem,a Hibah 
d, Tata cara penyaluran dana 
e. Hak dan kevrajiban pemberi dan penerima hibah 
t. Sanl<si 

Bagian Kedua 
Pclaksaraan 



• 

Pasal 18 

(1) Pemohon banwao sosial meogajukan surat pem,ohonan atau proposal yang 
dilengkapl dengan pe,syara!an administrasi kepada Bupatt 

(2) Persyaralan ad_, sebaqajmana dlmaksud ayat (1) disusun oleh SKPD rerkail 
dan dttetapkan dalam Keputusan Bupali tentang pemt9rian bantuan sosiaJ berkenaan. 

Baghn Pertama 
Pengajuan Usulan 

BASV 
TATA CARA.PEMBERJAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL 

Kepala SKPD terl<ait menyampaikan lape<an pelaksanaan koglaU!n pemberian hibah 
kepada,Bupati deogan tembusan kepada Kepala SKPKD dan lnspektorat Oaerah. 

Pasal17 

(3) Penerima hibah sepenuhnya bertaoggungjawab dan menjadl objek pe<neri<saan 
alas penggunaan dana hlbah. 

(1) f'enetima hibah wajib menyam;,ail<an laporan penggunaan dana hibah kepada 
Bupali dengan temousan kepada SKPD ter1<aa dan Kepala SKPKO selaku PPKO 
dalam benluk laporan realisasi penggunaan dana hibah paling lambat langgal 31 
Desem.ber tahun anggaran berkenaan. 

(2) lristaosi Vertikal per.erima hibah waj=b menyampaikan laporan reaUsasi penggunaan 
dana hibah kepada instansi indukliya, 

Pasal16 

Bagian Ketiga 
Pelaporan dan pertanggungj.awaban 

e. Serita Acara Serah Terima Hak: 
f. Kwitansi pembayaran: 
g. Nome< rekeniog bank alas nama penerima yang dibuktikan <leogan pemyataan 

pembukaan rekening dan bank yang bersangkutan 

(3) Alas dasar per.etujuan Bupati, Kepafa SKPKD selaku PPKD rnenyalurkan ctana 
hibah ke rekening penerima hibah 

(4) Penyaluran dana hibah dari pemennlah daerah keoada penersna hibah dapa1 
dilakukan secara bertahap maupun sekaligus disesuaikan dengan yang 
dipersyar.,tkan dalam Naskah Pe~anjian Hibah Daerah. 

(5) Segala biaya yaf',g ditimbulkan akibat pemindahbukuan dari rekening xas daerah ke 
rekening penerima hfbah dibebankan kepada penenma hibah. 
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(2) Kepala SKPO terkait menyampai~an laporan pelaksanaan kegiatan pemberia1l 
bantuan soslel kepada Bupati. 

(1) Perlanggungjawaban pemberian banluan sosial d,lakukan dalam befltuk tanda 
terima uang. adapun penggunaan dana secara material menjadi tanggungjaY1ab 
penerima bantuan seslat, 

Pasal21 

Bag1an Ketiga 
Pelap,oran dan portanggungj3waban 

- 

(3) Segala biaya yang ditimbulkan akibal pemindahbukuan dari reken.ng kas daerah ke 
rekenlng penerima bantuan soslal dillebankan kepada penerir.ia bantuan sosial 

(4) Penyaluran dana banluan scsial untuk nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- ~ima 
iuta n,plah) dilakukan melalui rekeoing bendahara pengeluaran. 

(2) Kepala SKPO mengajukan nota pencalran bantuan sosial kepada Bupati dengan 
diJampfri dokumen,.dokumen yang terdiri darl : 
a. foto copy Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan so-;ial 
b. Foto copy KTP pemohon 
c. Serita Acara Serah Te,ma Hak 
d. Kwitansi Pembayaran 
e. Nomor rekening bank atas nama penerima yang dibuJ.itikan dengan pemyataan 

pembukaan rekenlng dari bank yang bersangkutan (untuk pemberlan <fengan 
nilai di atas Rp. 5.000.000,-). 

f. Ookumen-dokumen lain yang terl<aft dengan pelaksanaan kegiatan pembenan 
bantuan sosial, 

(1) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanahn setelah dftetapkan dalam Keputusan 
Bup3ti 

Pasal20 

Bagian Kcdua 
Pelaks.anaan 

(1) ·sKPO :erlGr! ~ ka;oan can/atau penejtlan terhadap permohonan bantuan 
sosial ~ ~ oleh pemo'ion dengan berpedoman pada prinSlp dan tujuan 
pernberian bamuan sos.al sebagaimana di.atur dalam Pasat 6 dal\ Pas-al 7 Peraturan 
Bu,,,.,;, ir 

(21 Hasi kajla!l .:Ian pe,,efl!ia> SKPO dituangkan dalam bentuk saran pertimbangan dan 
disarripa.l<aa ~epada Bupati melalui Sekretaris Oeersh s,,laku Koo«l,nator nm 
Angggaran Peme<1ttah Oaerah untuk dilakukan pemballasar. oleh Tun Anggaran 
Pemerinlah Oaeah 

(3) Tim Anggaran Pemenntah Oaerah melakukan pembahasan bersam;i dengan SKPD 
t•rl<a4 dengan berpoooman pada prinsip dan tujuan pemberiln banruan sosial serta 
mempertimbangl\an kemampuan keuangan daecah. 

Pasal19 



II 

(2) Kepala SKPO mengajukan nota penr.air:in kepad3 Bup:ib d~r¥;Jan (f'Jaffi(»O 
doxumen-doxumen ya"9 1erdiri dari : 
a. Folo copy Kepulusan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan 
b. Belita Acara Serah Te,ima Hak 
c. Surat Petnyataan Tanggungjawab Mutlak (dttandatangani d3n betmateraQ. 
d. Kwitansi Pembayaran 
e. Nomor rekening bank atas nama penerima yang dlbuktikan dengan pemyataan 

pembukaan rekening dari bank yang betsangkutan~ 
f. Ookumen-dokumen lain yang terkatt dengan pelaksanaan kegiatan pembenan 

bantu&n keuangan. 

(1) Penlberian bantuan keuangar dapat di:laksanal<a.n setelah daetapkan dalam 
Keputusan Bupati. 

• 
P3s:al24 

(5) Tim Anggaran Pemerin!ah Daetah metakukan pembahasan bersema dengan SKPO 
terkcti1, dengan be-rpedom~n pada rencana pencapaien sasaraa program yang te!ah 
ditelapkan dan ketenruan tentang pembetian bar,tuan keutngan. 

(1) Pemerlntah daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada pemerinlah desa 
selain dari Alokasi Dana Oesa sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 22, alau kepada 
pemerintah daerah lainnya yang ditetapkan denga1t mempertimbangkan 
kemampuan keuangon daerah. 

(2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan 
kepada Bupatl. 

(3) SKPD terkait metakukan kajian dan/atau penefitian temadap petmohonan bantuan 
keuangan sebagaimana dimaksud ayal (2). 

(4J Hasil kajlan dan penelifian SKPO diluangkan dalam benruk saran pertimbangan dan 
dl$ampaikan kepada BupaU melalui Sektetaris Oaerah selaku Koordinatos Tim 
Anggga.ran Pemerintah Oaerah uniuk dilakukan pembahasan oleh Tsn Angganln 
Pemerintah Daerah. 

Pasat23 

(1) Pemerintah Oaerah memberil<an bantuan keuangan kep:,da pemenntah desa yang 
bersumb'er dari Alokasi Dana Oesa (ADO) setiap tahunnya. 

(2) Parllitungan banruan keuangan kepada masillg-masing desa yang bersumber dart 
Alokasi Dana Oesa dilakukan oleh SKPO yang melaksanakar, urusan terkait dengan 
~merintahan desa 

Bagian Portam.s 
Ba.ntuan Keuangan Kepada Pemerintah Oesil 

dan l'cmerlntah Oaerah lainnya 

Pasal 22 

BABVI 
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN 



" 

Pasal27 

(1) Surat perrnohonan ban1uan keuangan partai polrtik sebagaimana dimaksuJ dalam 
Pasal 26 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verif~ Kelengkapan Admlnl$trasi 
Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai, 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibua1 dalam rangkap 2 (dua). 

., 
Bagian Kcdua 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

Pasal 26 

(1) Peng_ajuan Surat permohonan bantuan keuangan partai pottik disampaikan secara 
tertuhs oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Pofib1< tingkat 1<abupa1et1 
drtandatangani Ketua dan Sekretarls atau sebutan lainnya kepad.a Supatt uncuk 
menyalurkan dana bantuan keuan,gan ke re!<ening kas umum partai pofitik dengan 
menggunakan kop surat dan cap slempel partai polrtik dengan melampili<an 
keJengi<apan administrasl berupa : 
a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengu,vsan 

OPC Partai Pofitik tingkat Kabupaten yang dilegatisir oleh Ketua Umum dan 
SekJetaris Jenderal OPP Partai Politik awu sebutan ia!nnya; 

b. roto copy NPWP; 
c. surat Keterangan autentikasi hasll penetapan perolehan kursi dan suara part.a, 

polttik hasil pemllihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang d1legaasir Ketua 
alau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten: 

d. nomor rekening kas umum partai polttik yang dibu!dikan dengan pemyalaan 
pembukaan rekening dari bank yang be,,;angkutan; 

e. rencana penggunaan dana bantuan keuan,gan partai politik: 
f. Japoran realisasi penerirnaan dan penggunaan bantuan i<euangan taoon 

anggartn sebelumnya; 
g. surat pernyataan partai poUtik yang menyatakan bersedia ditunM sesuai 

peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang 
ditandatangani Ketua dan Scl<retaris OPC a!au sebvtan tamnya d1 atas materai 
dengan menggunakan kop surat partai polit;k: 

- 

(1) Pertznggungjawaban pembedar, banwan keuangan kepada pemetintah desa dan 
pemerintah daerah lainnya dilakukan dalam benruk tanda terima uang, adapun 
penggunaan dana secara material menjadi tanggungjawc1b penenma banluan 
keuangan. 

(2) Kepala Desa Nau Kepala Oaerah penetima bantuan keuangan menyampaikan 
laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupati paong lambal tanggal 
31 Desember lahun anggaran ber1<Maan. 

Pasal 25 

(3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke 
rekenlflg penerima bantuan keuangan dibebankan kepadc. penerirra bantuan 
keuangan. 



.. 

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana d,timksvd d~L"'lm P.1~,1 29 ayat (l) 
dikenai sanksi administratif berupa pooghientiar, bantuan keu.aogao dati APBO dalam 
ta:hun angg;;aran berkenaan sampal laporan diterima 

Pasal 30 

(1) Partai Politif< wajib membuat pembukuan dan memelihara bu!<tf penerimaan dan 
pengetuaran etas dana bantuan keuangan 

{2) Partai Politlk wajtb membua1 laporan pertang.gungjawaban penersnaan dan 
per,geiuaran keuangan yang terdiri dari · 
a. Rekapitulasl Realiasi Penerimaan dan B~anja bantuan keuangan partai pomt 

can rinclan Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perl<egiatan; dan 
b. Barang lnventarls/Modal (Fisfk), Barang Persediaan Pakai Habis dan 

Pengadaao/ Penggunaan Jasa. 

(3) Partai Po!itik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan 
penge!uaran keuangan secara berkala 1 (sate) tahun sekali kepada pemetintah 
daerah $etelah diperik.sa oteh Badan Pemeriks.a Keuanga:n. 

(4) Laporan penanggungJawaban disempaikan paling lambat 1 (sate) butan setelah 
dlperiksa oleh Sadan Pemeliksa Keuangan. 

Pa!al29 

(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Potltil< dilaksanakan 
oleh Kepala SKPKO selaku PPKO atas persetujuan Supati. 

(2) Ketua etau sebutan lain partai pofitik menyampaikan tanda bukli penerimaan 
bantuan keuangan yang disall1jiail<an kepada Supati melalui Kepala SKPKO setaku 
PPKD. 

Pasal28 

(6) Serita acara hasil verifikasi kelengkapan administtasl permohonc1n bantua.n 
keuangan partai potitik disampaikan oleh tim ,erifikasi kepada Supati dengan 
melampirkan kelengkapan persyaratan administrasl permol>onan bantuan keuangan 
partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

(4) Pembentukan Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi pem,ohonan bantuan keuangan partai 
politik dibuat dalam berita acara. 

(3) Kean,ggotaan Tun Veriflkasi seb.c1g.aimana dimaksud pada ayat {2) terdiri da.ri Komi&i 
Pemilihan Umum Kabupaten dan uns-ur Sekretariat Oaeratl. 

(2) Tim Verifi~.asi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) diketu•I oleh Kepala SKPO 
yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Potitik. 

• 



• 

" 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran Bupafi ini 
dengan penempatannya eatam Serita Daerah Kabupaten Beka5'. 

Oitetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal - • ..,. ~·r 

J!/ BUP 

Peraturan Bupati Sekasi ini mulai bertaku pada tanggal drundangka11. 

PasaJ34 

Pasal 33 

Oengan dtkeluatkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupab Bekas, Nomot 8 
T ahun 2008 lentang Tata Cara Pembenan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan 
Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak ber:aku fagL 

BABX 
KETENTIJANPENUTUP 

Penerima hibah. bantuan sosiaf dan bantuan keuangan dilarang mengallhkan bantuan 
yang diterima kepada pih.ak tain. 

Pa•aln 

Pennoll<>nan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keoongan yang lidak mengikuti 
ketentuan yang dlatur dala:n Peraturan Bupab ini tidak dapat diprosos pemberiannya. 

Pasal31 

BABIX 
KETENTUAN LAJN-lAJN 

', 

- 

- 

• 


